II. Tabel Kasus Pelanggaran HAM

	No
	Kasus
	Waktu
	Kronologi singkat
	Pihak yang terlibat
	Proses hukum berjalan
	Hambatan
	Peluang Penyelesaian

	1
	Kasus Abepura
	7 Desember 2000
	Operasi pengejaran (sweeping) ke asrama mahasiswa; Nimmin, IMI dan Yawa juga pemukiman penduduk di sekitar Abepura oleh Brimob dengan dalih mencari pelaku penyerangan Mapolsek Abepura, 7 warga sipil tewas dan 100 lainnya luka-luka
	Brimob Abepura dan Polres Abepura.
	Kejaksaan mengajukan banding dan kasasi demi kepentingan hukum atas putusan bebas bagi terdakwa Johni Wainal Usman (mantan Komandan Brimob Abepura)  dan Daud Sihombing (mantan Kapolres Abepura)  di pengadilan tingkat I 
	Ada kejanggalan seperti pengadilan tidak dilakukan di Papua dan pengadilan berlangsung selama 5 tahun.
	PBHI dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura dan Komunitas Survivor Abepura

	2
	Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II
	1998
	Aparat menembak 4 mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998, kekerasan kembali terjadi terjadi pada mahasiswa pada Nopember 1998 yang mengakibatkan 18 mahasiswa tewas, 109 orang luka-luka. Sebelumnya pada September 1998 kekerasan mengakibatkan 11 orang tewas di Jakarta akibat pemberlakuan UU Gawat Darurat
	Wiranto (mantan Panglima ABRI),
Prabowo Subianto (mantan Panglima Kostrad), Syafri Syamsudin (mantan Pangdam V Jaya) 
	Kejaksaan menghentikan penuntutan 
	DPR merekomendasikan bahwa tidak terjadi pelanggaran berat HAM pada Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. DPR juga belum merekomendasikan adanya pengadilan ad hoc untuk pelanggaran HAM berat 
	Terjadi polemik antara Komnas HAM, Kejaksaan dan DPR. Kasus ini masuk dalam prioritas tim khusus untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat yang akan dibentuk Kejaksaan Agung dan Komnas HAM

	3
	Kasus Timor Timur
	September 1999
	Paska jajak pendapat, militer dan polisi serta milisi pro-indonesia melakukan pembunuhan, pembakaran, dan pemaksaan terhadap penduduk untuk pindah 
	Timbul Silaen (Kapolda Tim-Tim), Abilio Jose Soares (Mantan Gubernur Timor Timur), Herman Sedyono (Mantan Bupati KDH Tk. II Covalima), Liliek Koeshadianto (Mantan PLH Dandim Suai, Gatot Subiyaktoro (Mantan Kapolres Suai), Achmad Syamsudin (Mantan Kasdim 1635 Suai), Sugito (Mantan Danramil Suai), Johni Wusman, Daud Sihombing, Asep Kuswani, Adios Salopa, Leonito Martin, Endar Priyanto, Sujarwo, Hulam Gultom, Euriko Guteres, Adam Damiri, Tono Suratman, Noer Muis, Yayat Sudrajat
	Pengadilan membebaskan seluruh tersangka yang berjumlah 20 orang. 
Selanjutnya kasus Timor Timur ini ditangani oleh Pengadilan Ad Hoc Indonesia dan Commisao de Acqhimento Verdade de Reconciliacao Timor Leste
	Pemerintah Indonesia menolak PBB ikut campur dengan membentuk suatu Unit Penyelidikan Khusus dan Pengadilan Khusus diTimor Leste. Jaksa menolak memanggil Jenderal Wiranto mantan KSAD
	Melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang dibentuk pada 11 Agustus 2005 oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste.

Namun pegiat HAM yang bergabung dalam Koalisi Keadilan untuk Timor Leste menuntut KKP dibubarkan karena tidak serius mengungkap pelanggaran HAM Timor Timur.  

	4
	Kasus Tanjung Priok
	12 September 1984
	Massa yang bergerak ke kantor Kodim Jakarta Utara dan Polsek Koja yang menuntut pembebasan 4 jemaah Mushola As Sa’adah dihadang regu Arhanud. Terjadi penembakan yang menimbulkan korban luka sebanyak 55 orang dan korban tewas 32 orang. 
	Beny Murdani, Panglima ABRI, Try Sutrisno, Pangdam V Jaya, SRIYANTO (Mantan Kepala Seksi Operasi Komandan Distrik Militer 0502/Jakarta Utara), PRANOWO (Mantan Komandan Polisi Militer Komando Daerah Militer V Jaya), RUDOLF   ADOLF   BUTAR BUTAR (Mantan Komandan Distrik Militer 0502/Jakarta Utara), Mantan anggota REGU III YON ARHANUDSE 06; (1) Asrori, (2) Siswoyo, (3) Abdul Halim, (4) Zulfatah, (5) Sumitro (6) Sofyan Hadi (7) Prayogi (8) Winarko (9) Idrus (10) Muchson

SUTRISNO MASCUNG (Mantan Komandan Regu III Yon Arhanudse 06)
	Kejaksaan mengajukan kasasi demi kepentingan hukum atas bebasnya semua terdakwa pada tingkat kasasi
	Ketiadaan kemauan untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM. Aktivis HAM menilai pengadilan ad hoc HAM dijadikan mata rantai impunitas.
	Koordinator Koalisi Masyarakat Untuk Penuntasan Kasus Priok (KMPKP) Ahmad Hambali mendesak MA mengungkap kembali kasus Tanjung Priok. Bebasnya para terdakwa menyebabkan hak reparasi untuk para korban dan keluarganya berupa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang seharusnya dipenuhi negara menjadi kabur.

Kejaksaan Agung dan Komnas HAM berencana membentuk tim khusus untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah untuk kasus Tanjung Priok.



	5
	Kasus Aceh
	1989 - 2005
	Tahun 1989 – 1998, pemerintah memberlakukan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), CoHA (2002-2003), DM I, DM II dan DS (2003-2005). Sepanjang masa itu telah terjadi pembunuhan, penyiksaan, penghilangan, pemerkosaan dan pelecehan seksual, perampasan harta benda, pembakaran, pengusiran terhadap warga sipil. Kasus tergolong besar diantaranya Kasus Tgk Bantaqiah, Kasus Simpang KKA dan Kasus Arakundo dari ratusan kasus yang dilaporkan. Laporan terakhir Kontras menyatakan masyarakat, TNI, PMI, dan AMM ikut melakukan penggalian kuburan sepanjang 2005-2007 sebanyak 41 kuburan telah dibongkar berisi 61 kerangka yang diduga korban konflik.
	Aparat keamanan Indonesia seperti TNI, Polri, Intelijen, dan Milisi
	Untuk kasus pembantaian Tgk. Bantaqiah diselesaikan dengan pengadilan koneksitas. Namun pelaku Letkol. Sujono dinyatakan hilang. Sementara ratusan kasus pelanggaran HAM lainnya termasuk Kasus Simpang KKA dan Kasus Arakundo  belum sama sekali diproses
	Kejaksaan masih enggan mengusut tuntas laporan Komnas HAM karena menunggu DPR memutuskan membentuk pengadilan ad hoc untuk pelanggaran HAM berat terlebih dahulu.
Tidak ada kejelasan apakah pengadilan HAM untuk Aceh bersifat retroaktif, dan mekanismenya berdasarkan mekanisme pengadilan HAM di indonesia atau berdasarkan pengadilan HAM internasional.
Lemahnya peran Komnas HAM karena kuatnya isue separatis di Aceh.
Ketiadaan Perpres atau Perpu untuk pengadilan HAM dan KKR Aceh
	Masih terbuka 

Asosiasi korban menuntut Komnas HAM segera menyelidiki beragam kasus pelanggaran HAM Aceh yang terjadi sepanjang tahun 1989 -2005 dan membentuk Tim ad hoc untuk kasus penggalian kuburan yang diduga korban konflik Aceh.

Ragam tawaran penyelesaian yang muncul antara lain; (1) mekanisme KKR untuk pelanggaran sebelum tahun 2000, (2) Pengadilan HAM untuk kasus diatas tahun 2000.
 

	6
	Kasus Talangsari
	7 Februari 1989
	Aparat keamanan menyerbu pondok pengajian di desa Talangsari III, Lampung Timur. Sedikitnya 803 orang warga sipil tewas, puluhan lainnya dipenjarakan tanpa melalui proses hukum dan melalui proses hukum. Perumahan warga dibakar dan ditutup untuk umum.
	Komando Resort Militer (Korem) 043 Garuda Hitam, Polisi Daerah (Polda) Lampung, dan Pemerintah Propinsi Lampung
	Tim Ad Hoc Komnas HAM belum menyelesaikan penyelidikan
	Sebagian  korban telah melakukan ishlah (perdamaian) dengan Hendropriyono (mantan Danrem Garuda Hitam), lainnya mendapat intimidasi dan teror serta kriminalisasi korban dan pendamping. Penyelidikan Komnas 2001 – 2004 sempat terhenti karena menghadapi kendala politis.
	Komnas HAM telah membentuk Tim Ad Hoc baru untuk menyelesaikan penyelidikan Kasus Talangsari guna membawanya ke pengadilan HAM
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